BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum  Islam Terkait Tindak Pidana Pembuangan Bayi 

Pembuangan bayi dalam hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang keras dan termasuk dalam kategori dosa besar (jarimah), terutama jika menyebabkan kematian, karena bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan atau penelantaran anak. 
Islam secara tegas melarang segala bentuk penganiayaan, penelantaran, apalagi pembunuhan terhadap anak, baik yang sudah lahir maupun janin. Praktik keji seperti mengubur hidup-hidup bayi perempuan ( wa'd al-banat ) yang marak di masa Arab Pra-Islam (Jahiliyah) dihentikan secara total oleh ajaran Al-Qur'an. 
Tindak pidana pembuangan bayi dibahas dalam Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam) karena memenuhi unsur kejahatan terhadap sesama manusia. 
Jika bayi meninggal dunia.
Tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan (qatl). Hukumannya sangat berat, dapat berupa qisas (hukuman setimpal), meskipun dalam beberapa mazhab, orang tua yang membunuh anaknya tidak dijatuhi qisas, melainkan ta'zir yang berat (hukuman diskresioner oleh hakim). Pelaku juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan Al-Qur'an menegaskan konsekuensi berat bagi pembunuh, termasuk murka dan laknat Allah serta azab neraka Jahannam yang kekal.
Jika bayi selamat (penelantaran)
Tindakan ini termasuk penelantaran anak dan kegagalan orang tua dalam melaksanakan kewajiban fundamentalnya (hadanah) untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan memenuhi hak-hak anak. Hukumannya adalah ta'zir (sanksi yang ditetapkan oleh penguasa/hakim, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman fisik ringan, tergantung kebijakan pemerintah yang berwenang). Penelantaran anak adalah perbuatan dosa besar yang dilarang keras. 
Orang tua memiliki tanggung jawab suci dalam Islam untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Membuang bayi adalah pengkhianatan terhadap amanah tersebut.  Di Indonesia, hukum positif juga mengatur hal ini dengan tegas, di antaranya melalui UU Perlindungan Anak dan pasal-pasal KUHP terkait penelantaran atau pembunuhan anak, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan syariah

Membuang  bayi  dalam Islam adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan pada perlindungan hak hidup setiap manusia, terutama anak-anak, dan kewajiban orang tua untuk mengasuh serta bertanggung jawab penuh atas keturunannya. 

Pembuangan bayi dianggap sebagai tindakan zalim dan pelanggaran serius terhadap perintah Allah SWT. Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan anak, termasuk karena alasan kekhawatiran finansial. Setiap anak yang dikandung berhak untuk hidup, dan semua kehidupan dianggap suci dalam Islam. Membuang atau menelantarkan anak melanggar hak asasi fundamental ini.

Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Menelantarkan anak tanpa sebab darurat adalah perbuatan tercela dan haram. Perbuatan ini dipandang memiliki konsekuensi dosa yang luar biasa dahsyat di hadapan Allah SWT.
Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindakan membuang anak dapat dikategorikan sebagai kejahatan (jarimah) yang dapat dikenai sanksi. Jika pembuangan bayi tersebut dilakukan dengan maksud membunuh atau mengakibatkan kematian, maka hukumannya bisa lebih berat, tergantung niat dan akibat yang ditimbulkan.  Secara keseluruhan, Islam mendorong umatnya untuk menyayangi seluruh makhluk ciptaan Allah, terutama anak-anak sebagai amanah dan karunia dari-Nya
Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung dalam pasal 308 KUHP, pelakunya adalah perempuan (Ibu), yang dalam istilah fiqih jinayah disebut jaaniah, Sedangkan orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si jaaniah atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai mujnaa alaih atau korban, yang dalam hal ini adalah anak kandungnya sendiri.

Ciri yang paling utama dari membuang anak oleh ibu kandung dalm pasal 308 KUHP adalah adanya niat jaaniyah membuang anaknya dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawab yang harus dilaksanakannya sebagai orang tua. Kemudian mengabaikan anaknya dengan jalan membuangnya.

Maksud dari Jaaniyah tersebut telah mengakibatkan kemadharatan, bahkan telah mengakibatkan kematian, Disamping itu maksud tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan hak anak yang harus didapatkan dari ibunya yang tercantum dalam nash yang merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan ibu. Salah satunya adalah hak mendapatkan AS1 (Air Susu Ibu) hal ini diatur berdasarkan nash dalam surat Al-Baqarah ayat 233 : “Para ibn hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagiyang ingin menyempurnakan penyusuan ”.

Hak anak yang lain adalah, mendapatkan pendidikan yang baik yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Hal ini termuat dalam sebuah hadits dari Ayyub Musa yang mengetengahkan hadits ini melalui ayahnya yang ia terima dari kakeknya, bahwa Nabi saw, pernah bersabda: “Tiada suatu pemberian pun yang dihadiahkan oleh orang tua kepda anaknya lebih utama dari pendidikan yang baik (Hadits riwayat Titmidzi. ”

Pendidikan yang baik artinya, hendaknya orang tua mengajarkan kepada anaknya cara makan, cara minupi, cara bermuamalah dengan orang lain, cara mencari kehidupan, dan cara bergaul dengan mereka. Orang tua pun harus mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang wajib atas diri anak terhadap tuhannya dan terhadap makhluk-Nya.

Hak yang paling besar yang harus didapatkan oleh anak, dan merupakan tanggungjawab orang tua terrpasuk ibu, adalah hak mendapatkan kasih sayang, Karena suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk saling menyayangi, Seperti hadits yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Amr ra, bahwa Nabi pernah bersabda: “Orang-orang yang berbelaskasihan dibelaskasihani oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Berbelaskasihanilah kalian terhadap penduduk bumi yang dilangit akan berbelaskasihan kepada kalian”

Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung telah mengakibatkan banyaknya anak yang terlantar, bahkan sampai ada yang meninggal. Berdasarkan hal inilah Tindak Pidana membuang anak masuk ke dalam ketentuan pembahasan fiqh Jinayah. Hal tersebut didasarkqn, “di dalam fiqih jinayah setiap perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggarap atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, dibahas dalam fiqh jinayah”

Alasan lain yang menjadi dasar bahwa tindak pidana membuang anak masuk ke dalam pembahasan fiqh jinayah yaitu karena hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikqtegorikan sebagai jarimah (kejahatan) yaitu :

Adanya Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya “unsur Formil” (rukun Syar’i). Dalam nash tidak disebutkan tentang hukuman bagi orang yang membuang anaknya. 

Kedudukan anak adalah amanat dari Allah yang harus dijaga. Hal itulah yang dikemukakan oleh sebagian ularna dalam Durrotun Nasihin halaman 634. Dalam hal ini Al-Qur’an menjelaskan bahwa anak adalah amanat dari Allah yang harus dijaga berdasarkan pada surat At-Tahrjm ayat 6: “Hai orang-orang beriman jagqlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka... ”

Ayat diatas memakai kalimat perintah  yang memiliki arti (jagalah) yang mempunyai makna perintah hal ini menunjukan kewajiban untuk seseorang menjaga keluarganya. Karena pada dasamya apa yang diperintahkan Allah itu adalah suatu kewajiban. 

Mayoritas ulama Hanafiah, Syafi’iah dan para Muhadditsin menyatakan bahwa perintah pada sesuatu berarti melarang untuk tidak melaksanakan perintah tersebut, hal ini didasarkan kaidah: “Sesungguhnya perintah pada sesuatu berarti melarang atas kebalikannya”.

Sebab adanya perintah ijntuk menjaga keluarga adalah sebagai amanat, maka Allah Swt telah melarang hamba-Nya untuk tidak menjaganya, atau mengkhianati apa yang diamanatkan-Nya, hal ini didasarkan kepada surat Al-Anfal:27, yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. ”

Maksud ayat ini adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dengan mepganggap sepi fardhu-fardhu yang disyariatkan-Nya, atau melanggar batas-batas-Nya. Menerjang hal-hal yang Dia suruh untuk menghormatinya. Dan janganlah kamu mengkhianati Rasul dengan tidak menyukai keterangan yang dia sampaikan mengenai kitab Allah, justru yang kamu sukai keterangan mengenai hawa nafsumu sendiri.

Tindak pidana membuang anak disisi lain ada maksud ibu untuk memutuskan hubungan dengan anaknya. Hubungan dalam Islam dikenal dengan silaturahhim. Dalam Istilah hukum Islam yang dimaksud dengan kata ar-rahim ialah hubungan kekerabatan. Pengertian ini lebih umum karena menyangkut ushul (orang tua), al-furu (anak), dan kaum kerabat, baik yang dekat atau jauh.

Mengenai ancaman bagi orang yang memutuskan hubungan (silaturrahim) sebagaimana hadits berikut, bahwa Nabi saw pernah berabda: Allah swt berfirman, Akulah Allah, dan Aku-lah Tuhan Yang Maha Pemurah, Aku telah menciptakan rahim dan menamakannya dengan sehagian dari asma-Ku. Barang siapa yang memutuskannya, Aku pun akan memutuskan hubungan dengannya (Riwayat Turmudzi dan Abu Daud).

Jubair ibnu Muth’im mpnceritakan hadits berikut, bahwa Nabi saw, pernah bersabda: “Tidak akan masuk surga orangyang memutuskan silaturahmi”. Hal ini jika orang yang bersangkutan menganggap halal perbuatannya, padahal ia mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Maksudnya ialah bahwa ia tidak dapat masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu memasukinya, atau merupakan peringatan dan ancaman agar hal tersebut tidak dilakukan.

Membuang anak oleh ibu hukumnya terlarang dalam Islam karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan diatas. Dan juga janiyah dalam perbuatan ini telah meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan hal ini termasuk dalam cakupan pembahasan fiqh jinayah karena perbuatan jahat (jarimah) bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai kejahatan kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.

Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik  berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, unsur materiel (rukun maddi). Tindak pidana membuang anak oleh ibu kandung termasuk kedalam tindak pidana dengan sikap tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban ibu yaitu menjaga dan mengurus amanat dari Allah, dan amanat itu adalah anaknya.

Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya  unsur moril (rukun adabi).

Janiyah (ibu) dalam hal ini adalah seseorang yang dipandang sudah dewasa menurut Islam, karena sudah menikah melahirkan dan pastinya sudah mengalami haidl yang merupakan salah satu syarat dalam Islam agar wanita dapat disebut telah dewasa.

Apabila tindak pidana membuang anak dilihat dari segi bentuk-bentuk jarimah (kejahatan) yang ada dalam fiqh jinayah maka apabila dilihat dari pelaksanaannya tindak pidana membuang anak termasuk ke dalam Jarimah bentuk campuran dari jarimah ijabiyyah dan salabiyyah (pasif), atau disebut jarimah taga’u bi thariq al-salab atau dalam hukum pidana disebut delict comrnisionis perommisionem commisa. Jarimah ini dapat terjadi bila ada perbuatan dan pengabaian dalam hal ini jaaniyah tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu kemudian mengabaikan anaknya dengan jalan membuangnya.

Dilihat dari Niatnya termasuk ke dalam Jarimah sengaja (jara-im maqsudah). Dikarenakan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh ibu untuk membuang anaknya agar lepas tanggungjawab untuk mengurusnya. Dilihat dari obyeknya termasuk kepada Jarimah perseorangan. Hukuman yang dijatuhkan disini adalah untuk melindungi hak perseorangan yaitu korban (anak).

Dilihat dari motifnya termasuk dalam Al-jarimah al-adiyah (biasa). Dalam tindak pidana ini ibu tidak memiliki maksud politik untuk mengganggu kestabilan negara. Dilihat dari bobot Hukumannya termasuk ke dalam Ta’zir, hal ini dikarenakan hukumannya tidak ditentukan dalam nash (al-qur’an dan al-sunah).
Faktor Penyebab Terjdinya Tindak Pidana Pembuangan Bayi Terhadap Anak Yang Baru Lahir 
Kejahatan pembuangan bayi menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Pembuangan bayi merupakan bagian dari kejahatan atau tindak pidana, maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pelakunya harus mendapatan sanksi pidana, hal ini dilakukan demi menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Implementasi terhadap penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem sehingga dapat menghasilkan kesadaran hukum yang tinggi dalam rangka mewujudukan Indonesia sebagai Negara hukum.

Perbuatan pembuangan bayi selain dilarang oleh agama, juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap prikemanusiaan, karena telah melanggar hak hidup seseorang yang tidak berdosa. Adanya regulasi yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak tersebut di atas dimaksudkan tidak lain agar kejahatan terhadap anak dapapat diminimalisir, namun fakta yang terjadi tidak demikian, kasus kejahatan terhadap anak tetap terjadi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Terjadinya tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir dalam Islam disebabkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal antara lain adalah :

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu, terbagi kedalam dua faktor yaitu:

Faktor intern yang bersifat khusus :

Sifat khusus dalam diri individu adalah keadaan fsikologis diri individu, masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seorang individu dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Biasanya ada 4 (empat) sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu :

Sakit jiwa. Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecendrungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mugkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecendrungan untuk melakukan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan itu berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terkena penyakit jiwa menurut hukum tidak dikenai sanksi, tetapi ia segera diamankan atau dirawat dirumah sakit jiwa.

Daya emosional

Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangn ini mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika seseorang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat

Rendahnya mental

Rendahnya mental ada hubungannya dengan intelegensia. Jika seseorang mempunyai intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang memiliki intelegensia rendah, maka ia mempunyai kecendrungan rendah pula mentalnya. Dalam keadaan rendahnya mental orang itu akan semakin jauh dengan masyarakat umum, kemudian semakin lama ia akan semakin tertekan. Segala kehendak sulit dicapai. oleh karena semakin tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya, maka ia cenderung untuk mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum. dan memiliki kemungkinan menyimpang dari hukum.

Anomi (kebingungan)

Ukuran seseorang akan menjadi anomi adalah, jika seseorang berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pemah dialaminya. Ketika ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-eara yang baru pula. Masa anomi akan terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sementara hal-hal yang baru yang belum dikuasai atau didapatnya, sehingga orang akan kehilangan pegangan. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan merasakan suatu krisis, rawan, dan mudah sekali terpengaruh. Dengan kata lain. Perbuatan orang sedang dalam anomi sedikit-banyak mempunyai kecendrungan untuk melakukan kejahatan, maka oleh karena itu anomi dapat dianggap sebagai suatu penyebab timbulnya kriminalitas.

Faktor sifat umum dalam diri indiyidu

Sifat umum dikategorikan beberapa macam, yaitu:

Umur: Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya

Sex: Hal ini berhubungan dengan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita maka kemungkinan untuk berbuat kejahtan lebih besar (kejahatan umum, bukan khusus).

Kedududkan individu dalam masayarakat

Pendidikan individu: hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.

Masalah rekreasi atau hiburan individu. Walaupun kelihatannya sepele hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab, sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahtan-kejahatan didalam masyarakat.

Faktor ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan diluar diri manusia (ekstem). Terutama hal-hal yang berhubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar diri individu ini, kurang lebih meliputi hal-hal berikut:

Perzinahan
Banyak faktor penyebab membuangan anak tetapi yang paling banyak menyebabkan tindak pidana tersebut adalah hubungan gelap atau hubungan diluar nikah. Kelahiran si anak yang ditolak adakalanya semasih janin, yaitu dengan pengguguran, tetapi mungkin juga dengan perbuatan terkutuk, membuang  bayi ketika masih hidup atau mati karena tangannya sendiri

Seseorang yang hamil akibat zina seringkali merasa malu dan takut ketahuan, sehingga memilih untuk membuang bayinya demi menutupi kesalahannya.
Kemiskinan dan ketakutan tidak mampu
Orang tua khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara materi maupun pengasuhan.
Lemahnya pendidikan agama
Minimnya pemahaman agama dapat membuat seseorang tidak menyadari bahwa membuang bayi adalah dosa besar, sehingga lebih mudah terjerumus pada perbuatan tersebut.

Pengaruh pergaulan bebas
Pergaulan bebas di kalangan remaja dapat memicu kehamilan di luar nikah, yang kemudian berujung pada pembuangan bayi.
Kurangnya dukungan keluarga
Ketika orang tua tidak mendapatkan dukungan atau perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, mereka mungkin merasa terpojok dan mengambil keputusan drastis.

Ketidakmampuan mental dan fisik
Ada juga kasus di mana orang tua memiliki keterbatasan fisik atau mental yang membuat mereka merasa tidak sanggup mengasuh anak. 

Faktor Ekonomi

Untuk dapat memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas, maka dapat dirinci atas beberapa bagian, yaitu :

Tentang perubahan-perubahan harga: dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung. Dalam hal ini, jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat.

Pengangguran, bisa juga rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk, dan lain- lainya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk ekonomi.

Urbanisasi. Dinegara yang sedang berkembang, banyak terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat, salah satu perubahan itu adalah urbanisasi. Urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk, terutama di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau mengubah penghidupan agar lebih baik daripada sebelumnya.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi Terhadap Anak Yang Baru Lahir Menurut Hukum Islam

Sebenarnya Islam telah menetapkan hukum dan peraturan dalam sema hal berkaitan dengan kemanusia. Dalam hal kaitan dengan kasus pembuangan bayi dilihat dua maksud yaitu pertama pembuangan bayi di tempat selamat dan menunjukan tujuan tidak membunuh. Dan yang kedua bertujuan untuk membunuh atau mempunyai maksut untuk membunuh. Dalam hal ini keduaduanya hukumnya haram dalam Islam karena jasad yang hidup dan memerlukan kelangsungan kehidupan. Dan jika anak yang terlantar ini ditemukan maka hukumnya fardu khifyah dan wajib diselamatkan baik dalam posisi hidup atau sudah mati. Kepada pelaku yang membuang bayi atau ibu atau keluarga yang akan dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatanya.
Pembuangan bayi adalah tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dan akan dikenai sanksi tegas oleh negara. Hal ini didasarkan pada larangan keras terhadap pembunuhan dan pembuangan anak. Pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal, terutama dalam hukum positif seperti KUHPidana dan UU Perlindungan Anak, serta pertimbangan hukum Islam mengenai dosa dan sanksi duniawi. 
Islam secara tegas mengharamkan tindakan pembuangan bayi karena merupakan dosa besar. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ini adalah tindakan keji yang menentang akal dan syariat. Selain sanksi akhirat, Islam juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan ini.

Pelaku tindak pidana pembuangan bayi terhadap anak yang baru lahir menurut Hukum Islam haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman dalam istilah Arab sering disebut ‘Uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatanya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. 

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’. Tujuan hukuman dalam hukum Islam adalah sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahaan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadaratan 

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhnya unsur, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan ihtiyat, bahkan hakim dalam Islam menegakkan dua prinsip:

Hindari hukuman had dalam perkara yang mengandung hukum subhat.

Seseorang imam atau hakim lebih baik salah memaaafkan dari pada salah memberikan hukuman.

Ulama fiqih mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindakan harus memenuhi syarat yaitu:

Hukum itu disyar’iatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari’at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. Hukum Islam mengenal asas ini secara Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh terlibat dalam tindak pidanaa yang dilakukan oleh seseorang. subtansi sebagaimana disebutkan dalam  Surat Al-Baaqarah ayat 286 yang artinya : “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuanya”. Berdasakan ketentuan dari ayat-ayat yang diantaranya surat Al-Baqarah, para ahli hukum merumuskan kaidah yang dimbil dari subtansi ayat-ayat tersebut yaitu tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.
Hukuman yang sifatnya universal dan berlaku bagi seseluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam jarimah qisas, bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman pula.

Hukuman dalam hukum Islam dapat dikelompokan beberapa jenis, yaitu:

Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat  macam

Hukuman pokok, yaitu hukuman yang ditetapkan secara definitive, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqih jinayat hukuman disebut dengan jarimah hudud.

Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah. Seperti qishas diganti dengan diyat, dan diyat dinganti dengan memaafkan.

Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku qazf, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewaris hilang.

Hukuman pelengkapan, yaitu hukuman tambahan pokok dengan melalui kepitusan hakim tersendir, misalnya pencuri selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan tanganya di leher.

Hukuman dilihat dari keweangan hakim dalam memutus perkara, ada dua macam yaitu:

Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, tidak batas tertinggi atau terendah.

Hukuman yang memiliki alternative untuk dipilih.

Hukuman dari segi obyeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

Hukuman jasmani

Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

Hukuman benda, dengan ganti rugi, diyat dan penyitaan barang.

Dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam terkenal dengan dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif Teori hukum mutlak menurut hukum Islam sama dengan jarimah hudud (hukum pasti) dan teori relatif sama dengan hukum ta’zir.

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu:

Jarimah Hudud
Hudud adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumnya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (uli amri). Para ulama sepakat bahwa katagori dari jarimah hudud yaitu zina, qazf (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamun (hirabah), pemberontakan, minum-minuman keras dan raiddah (murtad).
Jarimah Qisas Diyat

Jarimah Qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu). Dan adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut: Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Adapun arti Qishash secara terminology yang dikemukakan oleh Al_Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Menurut Al-Mu’jam Al-wasit Qishash diarikan dengan penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persisi dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Adapun ciri hasnya jarimah qishash dan diyat adalah sebagai berikut :

Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa koban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Adapun jarimah qishash dan diyat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan membunuh adalah mematikan, menghilangkan nyawa. Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, secara istilah pembunuhan didefinisikan oleh sebagai berikut: Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.

Dari definisi tersebut dapat diambil inti sari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan tentu dilarang oleh syara’.

Bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan dibedakan, menjadi 3 macam yaitu:

Qatl al-‘Amdi atau pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang tersebut. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang haram. Ada 3 unsur pembunuhan sengaja:

Korban adalah orang yang hidup, artinya korban itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Selain itu, korban mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara, artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.

Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban artinya perbuatan yang dilakukan si pelakulah yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan juga kaitan diantaranya terputus, maka pelaku dapat dianggap tidak dengan sengaja membunuh dan menyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud dengan alat adalah alat atau benda yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.

Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memegang peranan yang sangat penting dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak terlihat maka dapat diperkirakan niat dari pelaku melalui alat yang digunakan.

Alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, diantaranya yaitu: Alat yang pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, pisau, dll. dan alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat, tetapi dalam hal ini niat awal udah untuk membunuh, maka alat tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya.56 Ataupun alat yang jarang mengakibatkan kematian seperti halnya cara membunuhnya sengaja dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun.

Al Qur’an menjelaskan larangan hukum membunuh sengaja dalam firman al-Qur’an surah Al-Isyra ayat 33: Artinya:“Dan janganlaah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalimi makaa sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Kemudian Al-Quran An-Nisa:93 Artinya: “Dan Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Qatl Syibh al-‘Amdi atau pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Adapun dalil yang jelaskah Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (aniaya) dan zalim, Allah berfirman surat al-Baqarah: 190 Artinya: “perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ada 3 (tiga) unsur dalam tindak pembunuhan ini, yaitu :

Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kematian  korban.

Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksud walaupun dia menyakiti korban.

Ada hubungan sebab akibat anatar perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

Qatl al-Khatha’ atau pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur atau tidak ada niat kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan tidak menggunakan alat yang tidak mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Seperti halnya seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu orang tersebut meninggal dunia, hal ini disebabkan karena ketidaksengajaan seorang.

Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:

Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian

Terjadinya perbuatan karena kesalahan. Ukuran kesalahan di dalam hukum pidana Islam adalah kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa.

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Harus dapat dicari hubungan yang dapat menerangkan bahwa kematian korban akibat dari kesalahan pelaku.

Al Qur’an menjelaskan terkait hukum membunuh tidak sengaja dalam firman al-Qur’an surah an-Nisa 92 : Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Berdasarkan dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Terkait Sanksi hukum bagi pembunuh dan pencederaan Islam telah mengaturnya yaitu sebagai berikut:

Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan  salah satu dari tiga pilihan, yaitu: Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka diwajibkan kepadanya hukuman qishas, namun apabila wali si terbunuh atau korban memberikan ampunan, hendaklah membayar diyat pada keluarga korban. Dan dikenakan diyat berat yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia3-4 tahu, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yangsedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Dan alangkah utamanya apabila wali korban memaafkannya.

Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu Diyat ringan, yang dibebankan atas keluarga pembunuh untuk  membayarnya dan boleh membayar secara berangsur-angsur sampai tiga tahun. Diyatnya berupa 100 ekor unta, dengan perincian: 20 ekor unta betina usia 1-2 tahun, 20 ekor unta betina usia 2-3 tahun, 20 ekor unta jantan usia 2-3 tahun, 20 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 20 ekor unta betina usia 4-5 tahun. Dan tiap akhir tahun harus dibayar sepertiganya. Kifarat, yaitu memerdekakan budak muslim tanpa cacat , bilamana pelaku tidak dapat memenuhinya maka diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan semi disengaja atau serupa dengan kesengajaan mengharuskan pembunuhnya untuk membayar diyat berat, yaitu: seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahu, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh.



Kemudian Islam juga mengatur terkait pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pada dasarnya dalam Islam anak merupakan hasil kerja terbaik dari orang tua sehingga setiap anak mempunyai keistimewaan tersendiri. Allah bahkan menegaskan bahwa keberadaan anak adalah anugerah tersendiri bagi orang tua sehingga para orang tua tidak boleh berusaha menghilangkan nyawa anaknya karena takut miskin hanya karena adanya anak. Allah sangat menjamin keberadaan setiap anak-anak yang lahir di dunia ini sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak dapat melindungi anaknya dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya: Artinya: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S Al An’am:151).

Menurut Masjfuk Zuhdi, pendapat yang benar adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum di beri nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk mahluk baru yang bernyawa bernama manusia yang dihormati dan dilindungi ekstensinya. Lebih jahat dan makin, besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, dan makin besar dosanya, apabila pengguguranya dilakukan setelah janin bernyawa, dan lebih besar lagi dosanya jika sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir tersebut.

Pada dasarnya terdapat beberapa pendapat ulama terkait hukum membunuh anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yaitu: Jumur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh, karena hadis sebagai berikut: Orang tua tidak diqishas dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil No.2214).

Hal ini sesuai diperkuat dengan hadis rasulullah S.A.W tentang gugurnya hukuman qishas bagi orang tua yang membunuh anaknya, yaitu : Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya. ”(HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Al- Jarud dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini mudhtharib).

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki penjelasan dari Al-Munawi mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (qishas) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Untuk itu Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Ja’fari, dan Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi.

Kemudian menurut Abu Hanifah, Imam Syafi‟i dan al-Tsauri bahwa ayah yang membunuh anaknya, atau kakek yang membunuh cucunya meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan, maka tidak dikenakan qishas baginya.

Walaupun hukuman Qishas gugur hukuman diganti dengan hukuman diyat, Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (mughollazhah), yang dibebankan pada hartanya. Diyatnya adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadza‟ah, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (bazil), semuanya unta khalifah. Pembayaran diyat tidak dapat diterima jika umur unta dibawah dua tahun dan tidak pula dapat diterima jika umur unta di atas unta khalifah, kecuali para ahli korban menerima pembayaran diyat yang seperti itu. Sedangkan si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan diyat korban, dan tidak pula dari harta bendanya yang lain walaupun hanya sedikit, baik dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja.
 Sedangkan Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Menurutnya orang tua tetap diqisash karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindakpidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja, yaitu tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mendidik anaknya tapi malah menyebabkan kematian.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa dalam hal hukum membuang bayi diartikan sebagai berikut:

Pembuangan bayi di tempakan selamat dengan maksud tidak membunuh. 

Pelaku tersebut membuang bayi ditempat selamat dengan maksud tidak membunuh dengan kata lain bahwa pelaku tidak ada niat untuk membunuh dengan menempatkan atau membuang bayi didaerah yang aman seperti diletakkan di depan rumah, halaman masjid atau tempattempat yang sering dijamah atau tempat aktifitas manusia. 

Pelaku tersebut dikenakan hukuman ta’zir. Karena Islam tidak menjelaskan secara pasti tentang hukum bagi orang tua yang membuang atau menelantarka anak ataupun bayinya secara jelas dalam hukum syara’. Namun karena tidak ada hukumnya bukan berati orang tua pelaku pembuangan bayi dapat bebas dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatanya. 

Para pelaku orang tua yang melakukan perbuatan membuang bayi dapat dikenakan hukuman ta’zir, karena ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan kepada pemerintah (uli amri) untuk menetapkanya.

Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, dengan demikian, inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan diharamkan (dilarang).

Pada dasarnya orang tua diwajibkan untuk memelihara anak dengan mendidik, manafkahi serta berlaku adil terhadap anak. Berdasarkan firman Allah Ta’ala: Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akanmenguburkannya ke dalam tanah(hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (QS. An Nahl: 58-59).

Hadist Nabi berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam: Artinya:“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.”

Sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam: Artinya:“Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia siasiakan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya.

Dalam hal ini jelas bahwa anak merupakan tanggungjawab orang tua untuk memelihara serta mendidik anaknya, sehingga jika orang tua tega membuang bayinya sendiri, hal ini termasuk kedalam suatu perbuatan yang maksiat yaitu dengan meninggalakan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Swt yaitu memelihara anak dengan memberikan nafkah, pendidikan serta berlaku adil terhadap anak.

Dalam hal ini hukuman yang diberikan bagi orang tua yang tega membuang bayinya maka dapat dikenakan hukuman Ta’zir bila mana bayi ketika dibuang dan ditemukan dalam posisi hidup berbeda lagi jika bayi dibuang dalam posisi hidup namun meninggal ketika ditemukan (membuang bayi yang membawa kematian) atau bayi dibuang karena sudah dalam posisi mati.

Membuang bayi dengan posisi ingin membunuh

Secara umum, pembunuhan anak didalam hukum pidana islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pembunuhan anak sengaja

Pembunuhan anak tidak sengaja

Hal ini juga sama dengan kasus pembuangan bayi yang dimana, pembuangan bayi yang mengakibatkan bayi meninggal baik sengaja maupun tidak. Karena begitu banyak sekali macam-macam kasus pembuangan bayi. Pada dasarnya kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian, dikatagorikan sebagai pembunuhan anak terlebih pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Terkait pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam islam tidak dijelaskan secara jelas, sehingga terdapat perbedaan berbeda pendapat para ulama terkait penjatuhan hukuman bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya yaitu :

Jumur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh, karena hadis sebagai berikut: Orang tua tidak diqishas dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil No.2214).
 Hal ini sesuai diperkuat dengan hadis rasulullah S.A.W tentang gugurnya hukuman qishas bagi orang tua yang membunuh anaknya, yaitu: Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya. ”(HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Al- Jarud dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini mudhtharib).
 Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki penjelasan dari Al-Munawi mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (qishas) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua. Untuk itu Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Ja’fari, dan Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi.

Kemudian menurut Abu Hanifah, Imam Syafi‟i dan al-Tsauri bahwa ayah yang membunuh anaknya, atau kakek yang membunuh cucunya meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan, maka tidak dikenakan qishas baginya.
 Walaupun hukuman Qishas gugur hukuman diganti dengan hukuman diyat, Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (mughollazhah), yang dibebankan pada hartanya. 

Diyatnya adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadza‟ah, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (bazil), semuanya unta khalifah. Pembayaran diyat tidak dapat diterima jika umur unta dibawah dua tahun dan tidak pula dapat diterima jika umur unta di atas unta khalifah, kecuali para ahli korban menerima pembayaran diyat yang seperti itu. Sedangkan si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan diyat korban, dan tidak pula dari harta bendanya yang lain walaupun hanya sedikit, baik dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja.

Sedangkan Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Menurutnya orang tua tetap diqisash karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindakpidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja, yaitu tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mendidik anaknya tapi malah menyebabkan kematian.
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